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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 
diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan 
terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah, faktor perundang-
undangan, yaitu adanya kebebasan hakim dan adanya sanksi pidana 
maximum dan minimum dalam rumusan pasal UU Pornografi, hakim 
dalam melaksanakan persidangan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
atau sitem peradilan yang berlaku, serta faktor eksternal yaitu faktor yang 
berasal dari luar diri hakim, yaitu berasal dari diri terdakwa dan pandangan 
masyarakat terhadap perkara yang dihadapi yaitu meliputi latar belakang 
dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, faktor umur 
terdakwa, serta rasa keadilan dalam masyarakat. 
2. Pembedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pornografi dapat 
dibenarkan menurut hukum karena ada alasan-alasan pembenar yang jelas 
dan wajar yaitu : hakim memiliki asas kebebasan dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara yang diajukan padanya serta dapat 
mempertanggungjawabkan putusannya. 
 
 
 
 
 65 
 
65
B. Saran 
1. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana yang begitu komplek 
dan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif, maka untuk 
meminimalisir dampak negatif dari terjadinya disparitas pidana perlu 
kiranya suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi 
pedoman hakim dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa. 
2. Pemberian informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai 
sebab dari terjadinya disparitas pidana, terhadap perkara-perkara yang 
menjadi perhatian masyarakat yang secara tidak langsung memberi 
pendidikan hukum pada masyarakat harus perlu ditingkatkan untuk 
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai proses peradialan dan 
hukum itu sendiri. 
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